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ABSTRAK 

 

 Salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah 

Badan Kehormatan. Keberadaan Badan Kehormatan sebagai salah satu alat 

kelengkapan DPRD tersebut menjadi sangat penting. Sebab, tugas dan wewenang 

Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut BK DPRD ini berkaitan dengan 

martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Banyak pihak, termasuk elemen 

masyarakat sangat berharap banyak akan Badan Kehormatan. Hanya saja dalam 

praktiknya, dengan kewenangan yang dimiliki, Badan Kehormatan ternyata belum 

mampu dengan optimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 

 Sehubungan dengan hal diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai Badan Kehormatan tersebut khususnya Badan Kehormatan DPRD Kota 

Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara rinci mengenai pelaksanaan 

tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD Kota Padang serta apa kendala yang 

dihadapi oleh Badan Kehormatan Kota Padang dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya. 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis 

sosiologis (socio-legal research) yaitu penelitian dengan pendekatan terhadap masalah 

dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan 

fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Penelitian ini dapat 

dimasukkan dalam kategori penelitian yuridis sosiologis (socio-legal research) karena 

sumber dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu 

data yang diperoleh langsung dari informan yang mengetahui tentang pelaksanaan 

tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD Kota Padang. Disamping itu 

penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai sumber pendukung data 

primer untuk menjawab obyek penelitian ini yang cara memperolehnya melalui studi 

kepustakaan, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-

undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya 

 Hasil dari penelitian ini yaitu Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Padang telah berusaha untuk menjalankan tugas dan wewenangnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hal tersebut tidak 

bisa berjalan maksimal karena terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan bagi 

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya. Kendala Badan kehormatan dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu adanya peraturan yang tumpang tindih, 

kemauan politik (political will) anggota DPRD yang kurang dalam menegakkan 

aturan-aturan yang ada, serta kurangnya partisipasi dari masyarakat. 

 Dengan adanya kendala  tersebut Badan Kehormatan Kota Padang telah dan 

akan melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya diantaranya yaitu mengupayakan 

adanya revisi terkait tata tertib di DPRD, melakukan pendekatan terhadap ketua-ketua 

fraksi dalam hal ini juga unsur pimpinan untuk mengupayakan mengeliminir masalah-

masalah yang menyangkut anggota dewan, mengadakan diskusi dengan mengundang 

ahli-ahli hukum tata negara dan lain sebagainya. 
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